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Abstract _

Poverty remains a significant and persistent challenge for Central Buton Regency, With; gzzcllveeg‘;tl"/rlyz o
various issues hindering the effectiveness of poverty reduction programs. This activity : Revised: 27/02/25
aimed to assist the Government of Central Buton Regency in preparing the 2024 Regional | Accepted: 15/03/25
Poverty Reduction Implementation Report (LP2KD), as mandated by Presidential
Instruction of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 and Regulation of the Minister of

Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 53 of 2020. The implementation method

involved initial coordination (kick-off meeting), observation of data needs, and Focused

Group Discussions (FGD) with Regional Apparatus Organizations (OPD) to identify the root

causes of poverty. The main outcome of this activity was the completion of the 2024 Regional

Poverty Reduction Implementation Report (LP2KD) for Central Buton Regency. This report

presents a comprehensive analysis of poverty conditions, identifies existing problems, and

provides practical recommendations for the formulation of more effective and targeted

poverty reduction policies.
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Penguatan kapasitas pemerintah daerah: Pendampingan
penyusunan LP2KD Kabupaten Buton Tengah 2024

Abstrak

Kemiskinan merupakan tantangan signifikan yang berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah, di
mana berbagai permasalahan menghambat efektivitas program penanggulangannya. Kegiatan ini
bertujuan mendampingi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam penyusunan Laporan
Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan
oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020. Metode pelaksanaan melibatkan koordinasi awal
(kick off meeting), observasi kebutuhan data, dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan. Hasil
utama kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif
kondisi kemiskinan, identifikasi permasalahan, serta rekomendasi praktis untuk perumusan kebijakan
penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Penangqulangan kemiskinan; LP2KD; Buton Tengah
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1. Pendahuluan

Kemiskinan telah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Oleh
karena itu, masalah ini perlu segera diatasi dengan menerapkan langkah-langkah
penanggulangan yang lebih terstruktur, sistematis, dan luas (Kalikoski et al., 2019).
Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
kurang mampu dan memenuhi hak-hak dasar sebagai warga negara secara layak
melalui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, demi terciptanya
kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan ketertinggalan, rendahnya
produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan
kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan
kesejahteraan (Hidayat & Azhar, 2022). Persoalan kemiskinan menjadi keseriusan
pemerintah daerah dalam melihat keadaan terhadap kemampuan pendapatan yang
menjadi faktor pemenuhan standar hidup, belum lagi soal kemampuan pendapatan ini
menjadi fokus tertentu secara kasuistik jika diperhadapkan pada isu gender (Mundzir
et al., 2021; Noer, 2021). Informasi utama tentang kemiskinan yang paling menarik
perhatian banyak pihak adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Dengan
memperhatikan angka ini, maka dapat dipantau tentang keberhasilan pelbagai
kebijakan dan program pembangunan dan sekaligus dapat dinilai apakah program
tersebut memihak penduduk miskin atau tidak (Yusri, 2024).

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Buton
Tengah berperan aktif dalam melakukan koordinasi lintas sektor. Dari data Badan Pusat
Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat bahwa persentase penduduk miskin
di Kabupaten Buton Tengah mengalami fluktuasi (Tabel 1). Persentase penduduk
miskin di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,90% menjadi 14,90%. Sementara
itu, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,52% menjadi 15,42%, dan
pada menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 1,02% menjadi 14,40%.

Tabel 1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah
Persentase Penduduk Miskin

2021 2022 2023 2024
Kabupaten Buton Tengah 15,80 14,90 15,42 14,40

Wilayah

Dengan fluktuasi angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Buton
Tengah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka tersebut secara
konsisten. Kemiskinan di daerah ini bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan
isu yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah,
dan sektor swasta. Kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah mencakup tidak hanya
aspek finansial, tetapi juga keterbatasan akses pada pendidikan dan kesehatan, yang
semuanya memerlukan pendekatan multidimensional untuk mengatasi (Juliansyah et
al., 2024; Sarjito, 2024; Zulyanto, 2022).

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, pendekatan terpadu perlu diimplementasikan.
Program yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan keterampilan, akses layanan
kesehatan, dan bantuan keuangan terbukti mampu memberikan dampak yang lebih
berkelanjutan (Ahmadzai et al., 2021; Hailu & Amare, 2022; Lin et al., 2022). Sebagai
salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (Valle et al.,

984



COMMUNITY EMPOWERMENT

2022; Wahyono et al., 2023), maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu
tugas pokok pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan
kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara
bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan
masyarakat dan negara melalui kebijakan daerah, sehingga penanggulangan
kemiskinan yang dimaksud langsung mengarah kepada upaya menyejahterakan
masyarakat (Wirata, 2022). Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama
dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan
utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan
sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan badan usaha.
Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi merupakan
permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut
segala sisi kehidupan (Singh & Chudasama, 2020).

Target penanggulangan kemiskinan nasional sangat bergantung pada komitmen,
kemampuan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah guna
menghindari adanya celah ketidaksetaraan kondisi daerah secara regional (Tucker etal.,
2022; Ullah et al, 2021). Dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022,
Kabupaten Buton Tengah berupaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem
sebesar 0% pada tahun 2024 melalui pelaksanaan program yang terencana dan
kolaboratif (Marchetti & Secondi, 2022).

Kegiatan pengabdian ini menitikberatkan pada mapping yang berbasis pada penelitian
terdahulu guna memastikan keterpaduan langkah dan program penghapusan
kemiskinan secara konvergen (Howe, 2022; Pham & Mukhopadhaya, 2022; Shi &
Qamruzzaman, 2022; Si et al., 2020). Dengan mengedepankan sinergi program dan
anggaran antar kementerian/lembaga, diharapkan tercipta keberhasilan dalam
penanggulangan kemiskinan yang fokus pada tiga pilar: pengurangan beban
pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan (Aulia,
2024).

Dengan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah
Kabupaten Buton Tengah dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020. Data Penyasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) akan digunakan sebagai dasar untuk program dan
kegiatan, sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton
Tengah dapat tercapai.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan dokumen ‘Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buton Tengah 2024” di Aula
Bappeda Buton Tengah diikuti oleh beberapa perwakilan OPD Kabupaten Buton
Tengah seperti Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. Kegiatan ini terselenggara pada tanggal 11 Desember 2024. Metode
pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.
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Kegiatan dimulai dengan persiapan, yang melibatkan koordinasi antara tenaga ahli dan
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buton Tengah.
Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, yang mencakup beberapa
aktivitas, yaitu: diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), pengumpulan data lapangan, wawancara, penyusunan dokumen, dan FGD
akhir.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan kick off meeting yang melibatkan Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buton Tengah dan
tenaga ahli. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan kebutuhan pendampingan
dalam penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD). Selanjutnya, rencana kegiatan disusun dengan melaksanakan
observasi guna mengidentifikasi kebutuhan data. Dalam forum group discussion (FGD),
disampaikan pentingnya pelaporan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2010 Bab V Pasal 20 ayat (2) menyebutkan TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi, dan Permendagri
Nomor 53 Tahun 2020 pada Bab VI Pasal 25 ayat (1) menyebutkan Bupati/ Walikota
melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota kepada
Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun dan ayat (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan FGD yang terlaksana, terdapat pemahaman yang sama antara OPD dan
Tenaga ahli terkait LP2KD yang disusun berdasarkan kerangka pikir yang disajikan
pada Gambar 1.

Program & Anggaran
Penanggulangan Kemiskinan

!

* Program & Anggaran Bidang Pendidikan
* Program & Anggaran Bidang Kesehatan
* Program & Anggaran Bidang Infrastruktur

Dasar
* Program & Anggaran Bidang Ketahanan

Pangan

Perkembangas

| |
| Tantangon dan Hombatan |
! Pelaksanaan Program |
1 I

Capaian Kinerja
Penanggulangan Kemiskinan

Gambar 1. Kerangka pikir kegiatan penyusunan LP2KD Kabupaten Buton Tengah

Laporan yang akan disusun dalam kegiatan pengabdian ini dapat memberikan
rekomendasi berdasarkan temuan lapangan yang dapat digunakan untuk merumuskan
kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang ada. LP2KD Kabupaten Buton Tengah
Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Konsep draft LP2KD Kabupaten Buton Tengah
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Sistematika Penulisan
BABII : KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
A. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
B. Koordinasi Perumusan Kebijakan
C. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Terkait Pemanfaatan Anggaran
dan Peningkatan Alokasi
D. Integritas Sistem Informasi Data Mikro Penduduk Miskin dan Rentan
Miskin Kedalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan
E. Mekanisme dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
F. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
BABIII : CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
A. Program Penanggulangan Kemiskinan
B. Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kemiskinan
1. Hasil Evaluasi Kondisi Kemiskinan Konsumsi
a. Persentase Penduduk Miskin
b. Jumlah Penduduk Miskin
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan
d. Indeks Keparahan Kemiskinan
e. Garis Kemiskinan
2. Hasil Evaluasi Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi
Pertumbuhan Ekonomi
Indeks Pembangunan Manusia
Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan
Evaluasi Bidang Pendidikan
Evaluasi Bidang Kesehatan
Evaluasi Bidang Infrastruktur Dasar
Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan
C. Evaluasi Kinerja Tahunan
BABIV : RENCANA TINDAK LANJUT
A. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
B. Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat
C. Strategi Pengurangan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan
BABV : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi

mean o

aQ

Selama pelaksanaan FGD (Gambar 2), para OPD terkait yang hadir secara aktif
melakukan dialog bersama tenaga ahli dalam memberikan informasi terkait
pelaksanaan program OPD yang berhubungan langsung dengan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah. Melalui FGD tersebut, diskusi disesuaikan
dengan kerangka pikir kegiatan dan sistematika penyusunan, sehingga dapat mencapai
tujuan penyusunan LP2KD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.

Laporan ini berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kemiskinan di
daerah ini, serta mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu,
laporan ini menyajikan rekomendasi dan sasaran strategis yang bertujuan untuk
meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,
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serta mendukung keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton
Tengah. Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini menjadi landasan yang kuat bagi
pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam
mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Dalam FGD, OPD juga
mendiskusikan masalah kemiskinan secara mendalam, menggali akar permasalahan,
bukan hanya gejala yang tampak. Memahami akar masalah memungkinkan upaya
penanggulangan menjadi lebih tepat sasaran, dan sering kali melahirkan rekomendasi
praktis yang dapat langsung digunakan oleh tenaga ahli dalam merumuskan kebijakan
penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi ini berbasis pada pengalaman serta
kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton Tengah, memastikan bahwa laporan yang
disusun memenuhi kebutuhan data yang tersedia secara objektif (Ponce et al., 2020;
Rammohan & Tohari, 2023).

Gambar 2. Kegiatan FGD penyusunan LP2KD

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, tujuan penyusunan
Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buton
Tengah Tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Hasil dari kegiatan ini adalah
tersusunnya LP2KD yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi
kemiskinan, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi praktis untuk
merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Dengan
demikian, laporan ini menjadi landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam
mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten
Buton Tengah.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten
Buton Tengah yang telah memberikan kami kepercayaan dalam kegiatan penyusunan
dokumen Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buton
Tengah.
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